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TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

Menimbang : a. Bahwa untuk memberi gambaran dalam melaksanakan kegiatan di 
Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tahun 2020, perlu disusun Rencana 
Kerja (Renja) Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang menjadi acuan 
dalam pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

b. Bahwa Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud pada huruf a di 
atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok 
Kelas II tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Pengadilan Negeri 
Buntok Kelas II tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286]

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421]

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 
Undang- Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman;

5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;

6. Peraturan Presiden Nomor: 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan Rencana Kerja (Renja] Pengadilan Negeri Buntok Kelas II 
tahun 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA...
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KEDUA

KETIGA

- 2 -

: Rencana Kerja (Renja) Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020 
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 
Pengadilan Negeri Buntok Tahun 2021.

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan 
diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;


